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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

– QS Al-Insyirah: 5-6 

 

“Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. 

Tanda manusia masih hidup adalah ketika ia mengalami 

ujian,kegagalan,dan penderitaan.” 

-Socrates- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan hukum masyarakat serta pemerintahan Indonesia 

praktik kenotariatan  tumbuh dan berkembang dan digunakan dalam berbagai 

bidang hubungan-hubungan hukum, seperti memperoleh jaminan kepastian 

hukum.1 Habib Adjie mengatakan, jabatan notaris hadir oleh karena aturan 

hukum dengan tujuan sebagai maksud untuk membantu serta melayani 

masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik guna 

keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. 2 

Jabatan notaris hadir atas kehendak aturan hukum dengan tujuan untuk 

membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis 

yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan 

hukum.3Notaris sebagai pejabat umum berperan sebagai pelayanan hukum di 

Indonesia, selain dikarenakan populasi profesi notaris yang banyak, notaris 

diketahui juga sebagai kelompok yang secara sosiologis, ekonomis, dan politis 

yang mempunyai peran serta posisi yang pokok pada masyarakat. Kepercayaan 

 
1 Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaries ( indikator tugas-tugas jabatan notaris 

yang berimplikasi perbuatan pidana) , cetakan pertama, PT. Sofmedia , Jakarta , 2011, hlm. 3. 
2 Ibid, hlm. 4 
3 Akta Notaris secara substantif berbentuk: (1) sebuah kondisi, peristiwa maupun tindakan 

hukum yang diharapkan oleh seluruh pihak supaya tertuang berbentuk otentik supaya menjadi alat 

bukti. (2) menurut aturan undang-undang dinyatakan bahwa perbuatan hukum tertentu harus dibuat 

secara otentik. 
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merupakan dasar utama suatu profesi notaris, notaris memiliki tanggung jawab 

yang besar terhadap rasa percaya yang dibebankan untuknya.4 

Selaku pejabat umum maka notaris diberi kelengkapan melalui 

wewenang dalam memberikan layanan untuk masyarakat, terlebih untuk 

membuat akta otentik serta bukti berhubungan dengan tindakan hukum pada 

aspek perdata. Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik 

serta mempunyai kedudukan yang cukup baik pada aspek yang mengikat yang 

berlangsung dikarenakan perjanjian dan wewenang lain kepada masyarakat.  

Kewenangan tertentu untuk notaris berlandaskan aturan hukum yang 

menjadi batasan supaya jabatan bisa dilaksanakan sebaik mungkin serta tidak 

bertentangan dengan kewenangannya. Maka karena itu, apabila seorang notaris 

bertindak diluar wewenangnya maka termasuk tindak pelanggaran.5 

Wewenang Notaris menurut Pasal 15 Ayat (1) UUJN adalah membuat 

akta. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta,menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya 

itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 

 
4 Cahyani Aisyiah, 2021, “Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian,Perubahan,dan 

Pembubaran Perseroan Perorangan”. Majalah Hukum Nasional, Vol.51. Hlm. 41. 
5 Lembaga publik yang bisa berbentuk institusi departemen, pemerintah daerah hingga negara 

yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Habib Adjie.2017. Sanksi Perdata dan 

Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Cetakan keempat. Bandung: PT Refika 

Aditama. Hlm.33. 



3 
 

 
 

ini bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan Notaris sebagai pejabat 

umum yang berwenang membuat akta otentik. 

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris hendaknya dapat 

bersikap profesional dan berkepribadian yang luhur dengan selalu 

melaksanakan undang-undang juga menjunjung tinggi kode etik profesinya 

yaitu kode etik Notaris. Menjunjung etika hukum, martabat dan keluhuran 

jabatan dalam melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepada 

seseorang notaris harus dipertanggung jawabkan. Karena jika hal tersebut 

diabaikan oleh seorang notaris akan beresiko terhadap masyarakat umum, oleh 

sebab itu seorang notaris wajib mengangkat sumpah sebelum melaksanakan 

jabatannya. Dengan mengangkat sumpah ini dimaksudkan agar notaris tersebut 

menjalankan tugasnya dan jabatannya dengan sebaik-baiknya.  

Notaris diharuskan patuh pada setiap kaidah yang sudah tumbuh serta 

ada di masyarakat. Ismail Saleh6 mengatakan perilaku profesi seorang notaris 

perlu diperhatikan yang memiliki unsur-unsur integritas moral, kejujuran, 

sadar atas kewenangannya dan tidak semata-mata berdasarkan uang.7 

 
6 Sutrisno & Wiwin Yulianingsih. 2016 . “Etika Profesi Hukum” , Yogyakarta : CV Andi 

Offset. Hlm.114. 
7 Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa empat pokok yang harus diperhatikan notaris 

antara lain sebagai berikut: 

a. Dalam menjalankan tugas profesinya , seorang notaris harus mempunyai integritas moral 

yang mantap. Segala pertimbangan harus dilandasi dari pelaksanaan tugas profesinya. 

meskipun akan mendapatkan imbalan yang cukup tinggi, tetapi segala hal yang berlawanan 

dengan moral maka harus dihindari.  

b. Setiap notaris diharapkan memiliki kejujuran serta tidak sekedar menghadap melainkan 

untuk diri sendiri. Notaris diharuskan memahami terkait batasan dari apa yang menjadi batas 

dari kemampuannya serta tidak sekedar menjanjikan agar menghibur penghadap maupun 

supaya menghadap mau menggunakan jasanya. Seluruh hal tersebut ialah sebuah ukuran 

tersendiri terkait tingkat kejujuran intelektual notaris. 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  telah diperluas yang 

menyatakan bahwa notaris adalah profesi dan pejabat umum yang 

melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah melalui pendapat Majelis Hakim 

Konstitusi.8 

Notaris sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan membuat 

akta otentik dan kewenangan lainnya menurut peraturan perundang-undangan 

seringkali dipergunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 

melalui mencari perlindungan di balik ketetapan rahasia hubungan antara 

profesi dan pengguna jasa. Dalam hal ini, notaris sebagai pembuat akta otentik 

untuk membuat akta tersebut berdasarkan transaksi yang didapat dari perolehan 

tindakan yang tidak secara sah. 

Dalam peran notaris inilah sehingga notaris diberikan tugas dalam 

mengimplementasikan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) bagi notaris 

sebagaimana yang terdapat pada peraturan Menkumham No. 9 tahun 2017. 

PMPJ yang dilakukan tidak terhadap semua objek pelayanan namun terbatas 

pada objek pelayanan di mana notaris melakukan ikatan usaha melalui 

 
c. Notaris diharuskan memahami terkait batasan dari wewenangnya titik serta mentaati 

ketentuan hukum yang ada yang berkaitan dengan sejauh mana tindakan yang bisa dilalui 

dan segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. 

d. Meskipun kemampuan seseorang bisa dipergunakan dalam mempertegas agar bisa 

memperoleh uang, tetapi ketika menjalankan tugas profesinya maka ia tidak hanya terdorong 

karena adanya uang. Notaris yang pancasilasi diharuskan agar selalu berpedoman pada 

keadilan secara hakiki, tidak mudah terpengaruh dengan banyaknya nominal uang serta tidak 

sekedar menghasilkan bukti formal mengejar kepastian hukum, namun abai terhadap 

keadilan. Dalam Sutrisno & Wiwin Yulianingsih. 2016 . “Etika Profesi Hukum”. Hlm . 115. 
8 Pertimbangan Hukum Hakim MK dalam Putusan No. 49/PUU-X/2012 yang diucapkan 

dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Mei 2013 
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penggunaan jasa pada perihal pemberian jasa berupa mempersiapkan dan 

melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna 

jasa, antara lain pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, 

efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, 

rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek.9 

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sesuai Amanah 

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017  diberlakukan untuk notaris ketika 

memberi layanan berbentuk persiapan dalam bertransaksi bagi kepentingan 

maupun atas nama pengguna jasanya. Sepanjang notaris melaksanakan 

wewenang sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Notaris tidak 

bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa kecuali Notaris memberikan jasa 

lain diluar pada kewenangannya barulah Notaris berkewajiban 

mengimplementasikan PMPJ  itu. 

Jabatan kepercayaan atau vertrouwensambt merupakan jabatan yang 

diterima oleh notaris dan sebab itu, seseorang memberikan kepercayaannya 

kepada notaris, menyangkut kerahasiaan isi akta serta keterangan yang 

didapatkan dalam pembuatan akta Notaris. Notaris berkewajiban dalam 

merahasiakan semua informasi penghadap sebagai orang kepercayaan 

(vertrouwensperson). Kewajiban Notaris adalah untuk merahasiakan segala 

informasi dari penghadap, mengenai semua yang diketahui dan diberitahukan 

kepadanya selaku notaris. Namun, notaris tidak wajib merahasiakan dan 

 
9 Peraturan Menkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa Bagi Notaris. 
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memberikan keterangan yang dibutuhkan berkaitan dengan akta tersebut jika 

diperintahkan oleh Undang-Undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat 

(1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004,yaitu: 

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan 

sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.” 

Pasal 170 Ayat (1) KUHAP juga mengatur tentang penerapan hak dalam 

menyimpan kerahasiaan segala hal yang berkaitan dengan jabatan 

mengemukakan siapapun yang melakukan tugas, harkat, martabat maupun 

jabatan diharuskan menjaga kerahasiaan, bisa dimintai bebas dari pemakaian 

hak dalam memberi keterangan selaku saksi, yakni terkait perihal yang 

dipercayakan kepadanya.10 Dipertegas lagi pada pasal 50 dan 51 ayat 1 KUHP 

yakni siapapun yang berbuat sesuatu agar melakukan ketentuan perundang-

undangan serta bertindak melakukan sesuatu berdasarkan perintah kedudukan 

dari atasan yang memiliki wewenang maka tidak termasuk tindakan pidana.  

Notaris tidak dapat memberitahukan secara bebas apa yang diberitahukan 

oleh penghadap pada waktu pembicaraan-pembicaraan pembuatan sesuatu 

akta, meskipun tidak semuanya terdapat dalam akta. Selain diwajibkan dalam 

undang-undang, kewajiban dalam merahasiakan merupakan kepentingan 

pribadinya. Notaris tidak bisa menahan diri sendiri dapat berdampak pada 

 
10 Dedy Pramono, 2015.“Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya Dengan Hak 

Konstitusional Warga Negara”, Lex Jurnalica, Vol.12. Hlm.249 
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prakteknya, ia bisa saja tidak memiliki pengakuan serta tidak dipercayai oleh 

publik.11 

Di Indonesia berkembang pesat istilah “white-collar crime” atau 

“kejahatan kerah putih” ataupun “kejahatan berdasi”. Pihak yang terlibat dalam 

white-collar crime ini merupakan orang-orang yang terpandang di masyarakat 

dan biasanya berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, meskipun ada permainan 

yang cenderung secara sembunyi-sembunyi, dan permukaannya seolah-olah 

perbuatan yang sebenarnya merupakan white-collar crime dan kelihatannya 

merupakan perbuatan biasa yang sah.12 

Dalam upaya perbuatan yang merahasiakan atau melakukan penyamaran 

terhadap asal usul, lokasi, sumber, peralihan, peruntukan maupun kepemilikan 

terhadap harta sudah dilakukan dengan cara yang sangat terencana dan 

terorganisir.  

Seluruh pihak yang melakukan penyusunan terhadap akta otentik dan 

disaksikan oleh notaris, bisa saja merupakan pelaku dari TPPU yang 

mempergunakan jasa notaris melalui pembuatan akta otentik sebuah transaksi 

yang didapat dari tindakan yang melawan hukum. Pelaku transaksi pencucian 

uang tersebut melakukan hal ini supaya menghindar dari hukuman dikarenakan 

terhadap jabatan yang dirahasiakan oleh notaris. Dijelaskan dalam UU No 8 

tahun 2010 terkait pencegahan serta pemberantasan TPPU dijelaskan bahwa 

 
11  Ibid, Hlm.249 
12  Munir Fuady.2013. “Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)”, Bandung:PT Citra 

Aditya Bakti. Hlm,1. 
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tindakan tersebut merupakan sebuah rangkaian alur atau langkah yang dengan 

harapan agar disembunyikan atau melakukan penyamaran terhadap asal mula 

jumlah kekayaan yang dimiliki dari perolehan tindakan illegal yang selanjutnya 

dilakukan perubahan seolah-olah merupakan harta yang sah.13 

Selain mengancam kestabilan perekonomian dan karakter dari sistem 

keuangan, tindakan pencucian uang juga bisa menentukan dampak buruk 

dalam aspek kehidupan masyarakat, bangsa hingga negara berasaskan 

Pancasila serta UUD 1945. Ditegaskan dalam PP No. 43 tahun 2015 pasal 3 

bahwa notaris merupakan pihak yang melaporkan adanya dugaan TPPU apa 

yang dibuat. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari adanya UU No. 

8 tahun 2010 pasal 17 ayat 2. Disertai juga dengan peraturan Kepala PPATK 

No. 11 tahun 2016 terkait Cara Penyampaian LTKM Bagi Profesi.  

PP No. 43 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Notaris wajib melaporkan 

ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) jika adanya 

dugaan tindak pidana pencucian uang dari akta yang dibuat dihadapan Notaris. 

PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan 

Lembaga independent yang dibentuk untuk mencegah serta memberantas 

tindak pidana pencucian uang. PPATK berwenang dalam dalam menjalankan 

aturan untuk mencegah serta memberantas “money laundry” juga menciptakan 

rezim yang anti terhadap pencucian serta mendanai para teroris di Indonesia. 14 

 
13 Irfan Iryadi.2018.“Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya Dengan Hak 

Konstitusional Warga Negara”. Jurnal Konstitusi, Vol.15. Hlm.802.  
14 Agita Chia,2022, “Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi 

Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jatiwara, Vol.37. Hlm.72.  
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Dalam perihal ini, PPATK berupaya memberi bantuan terhadap 

penjagaan keseimbangan sistem keuangan serta menekan adanya tindakan 

pidana asak. Dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya, PPATK 

bersifat independent serta terbebas dari pengaruh serta interfensi pihak 

manapun. Fungsi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diatur 

dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai berikut:15 

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 

2. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor serta notaris; 

3. Mengelola dan juga informasi yang didapatkan PPATK; 

4. Memeriksa laporan serta data keuangan yang terindikasi TPPU. 

Bila kewajibannya dalam melaporkan tidak dilaksanakan, Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 5 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, akan dikenai sanksi pidana dan denda. Dengan 

tugas dan fungsinya, diharapkan notaris dapat ikut andil dalam rangka 

menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 

Maka dari itu, upaya yang dilaksanakan dalam menekan dampak menggunakan 

prinsip tata kelola yang baik serta memperhatikan praktik yang baik secara 

global, dan upaya yang dilaksanakan untuk memberi layanan terbaik untuk 

publik, notaris sangat diharapan bisa turut serta melawan adanya pencucian 

uang di Indonesia. 

 
15 Yenti Ganarsih,2015, “Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di 

Indonesia”. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Hlm.39. 
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Dari penjelasan diatas, maka peneliti ingin mengangkat dan menganalisis 

penelitian ini dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai 

Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Penghadap. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pihak pelapor 

transaksi keuangan mencurigakan? 

2. Bagaimana kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor terhadap transaksi 

keuangan mencurigakan dari pihak penghadap? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi 

notaris sebagai pihak pelapor transaksi mencurigakan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kewajiban yang diberikan 

kepada notaris yang merupakan pihak pelapor transaksi keuangan 

mencurigakan oleh penghadap. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

khususnya bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan juga menambah 
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pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai perlindungan hukum 

terhadap notaris apabila notaris tersebut melaporkan transaksi keuangan 

mencurigakan. Serta diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi rekan-

rekan mahasiswa yang mempunyau minat untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.  

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat 

bermanfaat bagi: 

a. Notaris 

Berguna dan bermanfaat bagi notaris dalam menjalankan tugas dan 

pekerjaannya dalam pembuatan akta otentik. 

b. Penghadap 

Bermanfaat sebagai acuhan untuk melakukan Tindakan yang benar dan 

tidak menggunakan profesi notaris untuk kepentingan yang salah. 

c. Masyarakat 

Diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui fenomena yang ada 

di lingkungan masyarakat untuk mengetahui tentang gejala sosial ini, dan 

mengetahui bentuk kewenangan notaris dan perlindungan hukum bagi 

notaris agar terciptanya negara dengan pihak pelapor yang bebas dan 

aman serta terjaga kerahasiaannya.  
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E. Kerangka Teori 

Setiap perlakuan serta tindakan dari pemerintah atau warga suatu negara 

haruslah berdasarkan pedoman hukum.16 Pertama kali, hukum dijadikan 

layaknya pemimpin ketika melaksanakan hidup secara bersamaan, seseorang 

bisa berganti tapi hukum sebagai satu kesatuan sistem diharapkan tetap berdiri 

sebagai pedoman hidup. Hukum tidak dapat diciptakan hanya oleh seorang 

penguasa atau pemimpin, pelaksanaannya dan penegakannya pun juga tidak 

boleh hanya berdasarkan atas interpretasi sepihak oleh mereka yang memiliki 

kekuasaan. 17 

Hukum memiliki fungsi dalam menciptakan ketertiban dan menjamin 

kepastian hukum, mewujudkan perilaku masyarakatnya salah satunya ialah apa 

yang dilakukan oleh pejabat untuk melakukan setiap kewajibannya,18 

dilaksanakan melalui metode tertentu serta bisa dilakukan perhitungan pada 

suatu hubungan satu sama lain melalui kaidah hukum tertulis maupun non 

tertulis.19  Notaris termasuk pejabat yang memiliki tujuan agar menciptakan 

ketertiban serta memberi kepastian hukum bagi masyarakat.  

 
16 Konsep negara hukum Indonesia terbagi atas konsep rechtsstaa serta rule of law. Keduanya 

memiliki relevansi pada saat jiwa serta substansi dari keduanya dilaksanakan berdasarkan dengan 

hasrat serta falsafah sebuah negara; serta apabila pemahaman tersebut dimiliki oleh Indonesia maka 

yang menjadi pertanyaan ialah negara hukum Indonesia yang dimaksud pada konstitusi negara. 

Dalam Ridwan HR, 2018. Hukum Administrasi Negara. Cetakan-14. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. Hlm.3.  
17 Dian Agung. 2012. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Fair Equality of 

Opportunity di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 117/PUU-VII/2009)”. Jurnal Konstitusi. Vol.9. 

Hlm.102-103.  
18 Peter Mahmud Marzuki.2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenamedia 

Group. Hlm.76. 
19 Ibid. Hlm. 76. 
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Negara hukum diatur mulai dari hal yang mendasari hingga yang paling 

tinggi dan seterusnya yang ditegaskan pada Amandemen Keempat UUD 1945 

bab 1 Pasal Ayat 3 menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” , 

telah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan tidak 

berasaskan kekuasaan. Akibat dari Pasal tersebut adalah adanya prinsip-prinsip 

dasar yang wajib dijunjung oleh semua warga Negara, yaitu supremasi hukum, 

kesetaraan serta penegakannya melalui penggunaan metode yang tidak 

berlawanan dengan ketentuan hukum.  

Berdasarkan konsepnya maka yang dijadikan bahan acuan dalam 

penelitian ini terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pihak 

Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan, yang penulis uraikan sebagai 

berikut:  

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan dukungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan 

orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.20Adapun menurut Phillipus M.Hadjon 

bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan 

pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum 

preventif memiliki tujuan sebagai pencegahan terjadinya sengketa, yang 

mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan 

 
20 Satjipto Raharho.2014. Ilmu Hukum, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Hlm.69. 
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keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa, serta penanganannya dalam Lembaga 

peradilan.21 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa 

perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan,kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum 

sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam 

bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis 

dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Maka melalui Teori ini, 

penulis mempergunakannya dalam menjelaskan upaya pemberian payung 

hukum terhadap notaris selaku pihak yang melaporkan transaksi keuangan 

mencurigakan penghadap.  

2. Teori Legalitas 

Legalitas merupakan sah atau tidak sesuatu yang lihat dari sudut 

pandang hukum. Teori hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo 22 

adalah Jiwa dari aturan hukum dikarenakan ia menjadi landasan terlahirnya 

aturan hukum. Teori ini ialah dasar dari kepastian hukum yang artinya 

kepastian tersebut bukanlah kepastian tindakan terhadap maupun tindakan 

yang berdasarkan dengan aturan hukum. Kepastian hukum juga termasuk 

 
21 Ibid, Hlm.54. 
22 Riduan Syahrani. 2008. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Hlm. 153.  
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asas yang terdapat pada negara hukum yang dijadikan dasar pada aturan 

undang-undang, kepatuhan, keadilan pada seluruh kebijakan negara, 

kepastian hukum secara normatif ialah pada saat sebuah aturan diciptakan 

serta diterapkan dengan pasti sebab mengatur secara logis dan jelas. 

Akta notaris ialah akta otentik yang bisa dijadikan alat bukti yang 

dapat mengikat serta sempurna dengan peran utama pada setiap hubungan 

hukum pada aspek hidup masyarakat. Pada seluruh ikatan bisnis, aktivitas 

perbankan, pertahanan maupun sosial serta kebutuhan terhadap pembuktian 

berbentuk akta otentik mengalami peningkatan seiring dengan tuntutan yang 

meningkat terhadap kepastian hukum pada beragam hubungan ekonomi 

serta sosial di tingkat regional hingga global. Maka dari itu dengan adanya 

akta otentik yang menjadi penentu secara spesifik terkait hak serta 

kewajiban supaya bisa memberi jaminan terhadap kepastian hukum. 23 

Alat bukti yang ditulis dan sifatnya otentik terkait kondisi maupun 

fenomena atau tindakan hukum diperlukan dalam memberi jaminan 

terhadap kepastian, ketertiban serta keadilan yang dilaksanakan dengan 

jabatan tertentu. Ketika melaksanakan pekerjaannya, notaris tentu saja 

diharuskan untuk patuh pada UUJN, Kode Etik Notaris, KUHPer, dan 

KUHP serta aturan lain yang berlaku supaya bisa mencapai kepastian, 

ketertiban serta keadilan hukum. Jika notaris ketika melaksanakan tugasnya 

 
23 M. Yahya Harahap. 2013. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP : 

pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.  Jakarta: Sinar Grafika. 

Hlm. 76.  
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tidak menjalankan apa Yang tertera pada aturan yang menjadi ketentuan 

maka keadilan untuk setiap pihak yang dibuatkan akta di depan notaris tidak 

bisa diraih. Persengkatan antara seluruh pihak bisa terjalin walaupun notaris 

ketika membuat sebuah akta sudah sesuai dengan ketetapan yang ada maka 

perihal tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan notaris melainkan 

disebabkan oleh pihak yang membuat akta tersebut tidak memberi 

keterangan berdasarkan realita yang ada serta biasanya notaris diharuskan 

bertanggung jawab terhadap perihal tersebut. Maka dari itu, notaris selaku 

pihak yang menjalankan tugas sesuai jabatannya untuk memberi layanan 

hukum bagi masyarakat harus memperoleh perlindungan serta menjamin 

terwujudnya kepastian, ketertiban dan keadilan hukum.  

Maka melalui penggunaan teori ini penulis bisa memberi jawaban 

terhadap masalah pertama dan kedua pada penelitian ini, teori legalitas pada 

penelitian ini dipergunakan dalam memberi penilaian terhadap sah atau 

tidaknya perbuatan notaris, kewenangannya, penerapan hukum dan 

penjatuhan sanski apabila terbukti telah melakukan tindak pidana 

penggelapan pajak dalam proses peralihan hak.  

3. Teori Kewenangan 

Istilah kekuasaan,kewenangan,dan wewenang sering ditemukan 

dalam literatur ilmu politik,ilmu pemerintahan,dan ilmu hukum. Kekuasaan 

sering disamakan dengan kewenangan,dan kekuasaan sering dipertukarkan 

dengan istilah kewenangan,demikian pula sebaliknya. Kekuasaan biasanya 

berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan 
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pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).24 Dalam kewenangan 

terdapat wewenang-wewenang rechtsbe voegdheden. wewenang juga terdiri 

atas wewenang agar melaksanakan tugas serta memberi kewenangan dan 

pendistribusian wewenang utama yang ditentukan pada aturan undang-

undang. Secara yuridis definisi wewenang merupakan kemampuan dari 

aturan undang-undang dalam menciptakan akibat-akibat hukum.25 Dari 

beberapa definisi wewenang yang sudah disebutkan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa wewenang mempunyai definisi yang berbeda dengan 

kewenangan. Kewenangan ialah kekuasaan formal yang diperoleh dari 

perundang-undangan, sementara wewenang itu sendiri yaitu sebuah 

spesifikasi dari kewenangan yang berarti siapapun disini adalah subjek 

hukum yang memperoleh kewenangan dari undang0undang,sehingga 

subjek hukum berwenang dalam bertindak pada kewenangan karena 

perintah undang-undang. Maka Melalui penggunaan teori ini,penulis 

mempergunakannya dalam mengetahui kewenangan notaris. Selanjutnya 

Melalui penggunaan teori ini juga bisa memberi penilaian terhadap seberapa 

jauh jaminan pelaksanaannya terhadap tindak pelaporan transaksi keuangan 

mencurigakan. 

F. Metode Penelitian 

Menganalisa,mempelajari, serta memahami merupakan fungsi sebagai 

pedoman untuk mengetahui tata cara seorang penulis dalam melakukan 

 
24 Miriam Budiarjo.2008.  “Dasar-Dasar Ilmu Politik”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Hlm.35-36. 
25 Ibid,Hlm,41. 
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penelitian hukum . 26 Dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menggunakan 

penelitian hukum normatif melalui studi Pustaka, yaitu dengan cara mengkaji 

permasalahan pada penelitian pada beberapa ilmu hukum.  

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis 

normatif atau penelitian hukum normatif untuk membantu menjawab 

permasalahan yang timbul dalam penulisan  skripsi ini.  

Penelitian normatif adalah penyelidikan ilmiah terhadap suatu 

kebenaran berdasarkan logika ilmiah yang dikaji dari sisi normatif. 

Penelitian adalah suatu kegiatan yang ilmiah, hal ini berdasarkan metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu , serta memiliki tujuan agar dapat 

mempelajari dan menelaah satu atau lebih fenomena hukum tertentu. 

Fakta-fakta hukum juga dilakukan dalam sebuah penelitian yang 

selanjutnya digunakan  untuk dicarikan solusi dari permasalahan yang 

timbul dengan fenomena yang bersangkutan.27 

Hubungan dengan penelitian hukum normatif ini , dalam skripsi ini 

akan menggunakan pendekatana Undang-Undang. Mengidentifikasi 

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia serta regulasi-regulasi yang 

memiliki kaitan dengan isu hukum yanag akan dibahas dalam skripsi ini 

dengan pendekatan Undang-Undang . 

 
26Jonaedi Efendi,dkk.2018. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” 

.Depok:Prenamedia Group. Hlm.102.  
27Bernard Arief Shidart,2006, “Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka 

Berpikir”. Bandung:Refika Aditama, hlm.43 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan didalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dengan melakukan identifikasi semua Undang-

Undang serta aturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang 

akan dijelaskan.28 Yang mana dalam skripsi ini akan menelaah UU 

No. 2 Tahun 2014 Tentang amandemen UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris  serta Peraturan Menkumham Nomor 9 

Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Jasa Bagi Notaris. 

Serta pendekatan doktrin atau konsep yaitu pendekatan dengan 

memahami dan mempelajari karya ilmiah dari pendapat ahli hukum 

misalnya seperti buku literatur, jurnal hukum , makalah-makalah 

hukum dalam seminar serta lewat internet.  

b. Pendekatan Kasus (case approach) 

Penulis menggunakan jenis metode pendekatan ini dalam 

membahas serta menyelesaikan masalah-masalah dalam penelitian ini 

dengan tipe studi normatif yudisial.29 Dalam metode pendekatan kasus 

ini dikerjakan dengan menelaah suatu kasus yang berkaitan langsung 

dengan isu yang dihadapi. Penelitian normatif dalam pendekatan 

 
28Peter Mahmud Marzuki , Op.Cit . Hlm.35 . 
29Abdulkadir Muhammad.Hukum dan Penelitian Hukum.PT. Citra Aditya Bakti. 

Bandung.2004 , Hlm. 149. 



20 
 

 
 

kasus ini bermaksud mengkaji norma maupun kaidah pada praktek 

hukum.  

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian 

Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini akan didapatkan dengan 

mengumpulkan bahan-bahan hukum yakni bahan huku primer , sekunder 

dan tersier , sebagai penunjang didalam membuat skripsi ini, yang terdiri 

atas : 

A.Bahan hukum primer , yakni yang memiliki otoritas, dan yang sangat 

mengikat sebagai landasan utama yang dipakai : 

1) KUHPerdata 

2) KUHP 

3) Peraturan Menkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ 

Bagi Notaris. 

4) PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan 

Mencurigakan. 

5) UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) tentang 

amandemen Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  

B. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang merupakan bahan hukum 

yang sangat berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder ini merupakan penunjang yang mampu menambah dan 

membantu untuk menelaah dan memahami bahan hukum primer. Hal 

ini seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian yang 
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sebelumnya pernah dilakukan, serta karya-karya ilmiah yang 

menjekaskan dan membahas tentang Majelsi Pengawas Notaris dan 

juga Notaris. 

C. Baham hukum tersier, yang merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan dan suatu petunjuk-petunjuk yang terdapat 

didalam bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa seperti kamus 

umum serta hukum, surat kabar, majalah-majalah yang menjelaskan 

tentang Majelis Pengawas Notaris serta Notaris.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan bahan hukum memakai 

studi kepustakaan / studi dokumen. Teknik ini ialah metode pengumpulan 

data melalui membaca, meneliti, mengkaji literatur, perundang- undangan 

, dokumen, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dikumpulkan serta dilakukan pengolahan yang 

selanjutnya dikaji Melalui penggunaan pendekatan normatif kualitatif, 

yaitu dengan menerjemahkan serta membahas bahan hukum yang 

didapatkan serta diproses sesuai norma hukum, doktrin serta teori yang 

berlaku.  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah deduktif yaitu 

menyimpulkan tentang data tertentu dari suatu pembahasan umum ke peta 
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yang bersifat lebih khusus. Jika materi yang dipelajari bersifat factual 

sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh penulis. 

Setelah diperoleh, akan dianalisis dan ditarik. 30 

Bisa diartikan juga sebagai proses berpikir yang berlawanan dari 

proporsi general yang faktanya sudah diketahui serta diiakhiri dengan 

kesimpulan yang sifatnya spesifik. Pada perihal ini sifat general ialah 

aturan undang-undang yang kemudian dikaji secara spesifik dan 

berhubungan dengan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pelaporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan. 

  

 
30  Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm. 202.  
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